BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27
Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Berau.

Bupati adalah Bupati Berau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(ima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.



1L

12.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

=3 -

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran Strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penjabaran dari RPUMD Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Babl : Pendahuluan;
b. BabIl : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah;
c. Bablll : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. BabIV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
e. BabV : Penutup.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
Sekretariat Daerah;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;
Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Sosial,;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Pangan;
Dinas Pertanahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
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u Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
v Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Perikanan;
X Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
y Dinas Perkebunan;
Z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
aa. Satuan Polisi Pamong Praja;
ab. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
ac. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ad. Badan Pendapatan Daerah;
ae. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
af. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
ag. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ah. Kecamatan Tanjung Redeb;
ai. Kecamatan Sambaliung;
aj. Kecamatan Gunung Tabur;
ak. Kecamatan Teluk Bayur;
al. Kecamatan Tabalar;
am. Kecamatan Biatan;
an. Kecamatan Talisayan;
ao. Kecamatan Batu Putih;
ap. Kecamatan Biduk-Biduk;
aq. Kecamatan Pulau Derawan;
ar. Kecamatan Maratua;
as. Kecamatan Segah; dan
at. Kecamatan Kelay.
(3) Rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6
(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan
dan berpedoman pada Perubahan RPJMD.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 341-Besember 2025

o

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2025




